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BAB ||
TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH
A. Wali Nikah Dalam Islam
Pembicaraan masalah perwalian dalam islam terledgimddua katagori,
perwalian umum dan khusus. Perwalian umum biasanyanyangkut
kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) sepattyul amri (dalam arti
gubernur) dan sebagainya. Sedangkan perwalian &haslalah perwalian
terhadap jiwa dan harta sesesorang, seperti tgyteame yatint.
1. Pengertian Wali Nikah
Istilah perwaliaan berasal dari bahasa arab das Hasar, waliya,
wilayah atau walayah. dalam literatur figih islamebut dengan al- walayah
(alwilayah) secara etimologis, wali mempunyai bapar arti. Diantaranya
adalah cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (anralashjuga berarti
kekuasaan/ otoritas seperti dalam ungkapan al-walkni orang yang
mempunyai kekuasaan. Hakikat dari al-walayah (&Eyah) adalah tawally
al-amri” (mengurus/mengusai sesudtu).
Adapun yang di maksud dengan perwalian dalam tedogn para
fugaha (pakar hukum islam) seperti di formulasikégh Wahbah Al-zuhayli

ialah “Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseoranguk secara langsung

% Dedy JunaidiBimbingan Perkawinanlakarta : Akademi Pressindo, 2003, him. 104
* Muhammad Amin Summajukum Keluarga Islam di dunia Islaniakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004 him 134
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melakukan suatu tindakan tanpa harus bergantungafjeatas seizin orang
lain.

Dalam literatul —literatul figih klasik dan kontewner, kata al-wilayah
digunakan sebagai wewenang seseorang untuk meagdlatta dan
mengayomi sesorang yang belum cakap bertindak hukar kata inilah
muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yédmejum cakap bertindak
hukum. Istilah al-wilayah juga dapat berarti hakuknmenikahkan seorang
wanita di mana hak itu dipegang oleh wali niRah.

Adapun yang di maksud dengan perwalian di siniaddgerwalian
terhadap jiwa seseorang wanita dalam hal perkaw&an

Masalah perwalian dalam arti perkawinan, mayoritalama
berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahtianya sendiri dan
tidak pula mengawinkan wanita lainya karena akadkgweinan tidak di
anggap sah apabila tanpa seorang Wadindapat ini dikemukakan oleh Imam
Maliki dan Imam Safi'i bahwa tidak ada pernikahampga wali, dan wali
merupakan syarat sahnya pernikahan.

Menurut madzhab hanafi, wali tidak merupakan sayratik sahnya

suatu pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya lzmlatwali dan boleh tidak

® |bid him 35
® Dedy JunaidDp cit him. 104
 Slamet Abidin-AminudinFigih Munakahat, Bandung : Pustaka Setia, 1999, him. 82
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ada wali, yang terpenting adalah harus ada izinatang tua pada saat akan
menikah baik pria maupun wanita.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun, 11924 jelas
mengatur tentang wali nikah, teapi di syaratkausi@ada izin dari orang tua
bagi yang akan melangsungkan pernikahan dan apladilem berumur 21
(dua puluh satu) tahun disebutkan bahwa: perkawigaus di dasarkan atas
persetujuan kedua calon mempélai.

Dalam Kompilasi Hukum islam masalah konsep perwalizmlam
perkawinan, di atur dalam pasal 14 dan pasal 9-@8lanjutnya akan
dikutip di bawah ini:

Pasal 14:

Untuk melaksankanperkawinan harus ada:

Calon suami
Calon isteri
Wali nikah

Dua orang saksi dan
ljab kabul.

PO T

Pasal 19:

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yaagih di penuhi
bagi calon mempelai wanita yang bertindak untukikarkanya.”

Pasal 20:

8 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinahjukum Kewarisan, Hukum Peradialn Agama, dan
zakat menurut Hukum Islardakarta: Sinar Grafika, 2006, him 12

° Ratna Batara Munti dan Hindun anisaPosisi Perempuan dalam Hukum Islam di
Indonesiayogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2005, him 61
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(1) “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorarg-leki yang
memenuhi syarat hukum islam islam yakni muslim,| akgin
baligh.”

(2) Wali nikah terdiri dari

a. Wali nasab
b. Wali hakim

Pasal 23:

(2) “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nilgiabila wali
nasab tidak ada atau tidak mungkin mungkin mmernigtead/a
atau tidak tidak diketahui tempat tinggalnya ataib gatau adlal
atau enggan.”

(2) “Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakiarubdapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusamgguilan
Agama tentang wali tersebut”

Di Negara Indonesia yang kebanyakan menganut MddByafi’i
wali merupakan syarat sahnya pernikahan, jadi &p@ernikah tanpa wali,
maka pernikahanya tidak sah, dan di dalam KompHagium Islam (KHI)
wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harpendihi oleh calon
mempelai wanita yang bertindak menikahkanya (PE$a{HI), wanita yang

menikah tanpa wali berarti pernikahanya tidaksah.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

19 Departemaen Agama R{ompilasi Hukum Islam Direktorat Jenderal Pembinaan agama
Islam, Jakarta : 2003, him. 20-22
1 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesiakarta: Sinar Grafika, 2006, him 15
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Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanyebagil seorang
wanita yang hendak menikah, para ulama berpedonsagaa dalil dalil

diantaranya: Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32,

FORIOCORF Do I B¢ ExOUSO
SIINE ¢xvV QP RNEHOCODWa @0  SRPAECGRQE
g JEOIBXk S 4ERNOGO  FBANN Vo 930N
O3 40+QDc B 3-0€307E40 O RO
DO LRI G Ao TS +200 5 RENQENORG

KD SHOREEN AAGNROC O + 2o €0

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujatigantara
kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) d@amba-hamba
sahayamu yang laki-laki dan perempuan. jika merekakin, Allah
akan memberi kemampuan, kepada mereka dengan &amMA. Dan
Allah maha luas (pemberian-NYA), maha mengetahui.

(QS. An-nur. 32¥?

Dan surat Al-Bagoroh ayat 221

B U QECr & 23 gu
E% #BKRO 0. OXIE@RNO § X ECOMw@a I

WOO&Q &A@ <O FSe0 e JIRCR-N72d N©)
00 @OXE@NOLHIOE ITOXE <KOI7/8RnH
BXACGECD = e00 JL7Ew ¢RI X RO
% %R0 ¢V @NO § HECOMBa I
(wOMIE e TRICE dm g BUARCR AR RO
EPROGHOY IO <KOJ0HEE LI Lr+0O%
JL7E¢sAX RO 20w e0
GEERO $HAORKEOO HEREO#* eI
BXMARRKEO®O +La0 €0 B B 0O OCwa I

. O0%A X M@ S 7] _[IYe)
DO, IO TRNHN NG B OO ANCRHOMea ¢
IO NEINE JORR XAV =R =
ALV HAID v O Oc O w

A D $QORO A KO 40

2 Departemen Agama RAI-Qur'an dan Terjamahanyd.ajnah pentshih Al- qur'an, Depok:
cahaya Al-qur"an, 200&im.354
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Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyskpelum
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu&bih baik
dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimwandjanganlah
kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanmdaita
mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya kyastekmukmin
lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menah&timu. mereka
mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke sdegaampunan
dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-aya-Npgerintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka menggretajaran.
(QS AL-bagarah . 2213

Oleh sebagian Ulama Figih kedua ayat ini, ditagsirkbahwa yang
diberi perintah untuk mengawinkan adalah kaum lelbkkan kaum
perempuar’ Dan Allah SWT menyeru untuk menikahkan itu pade2la
(wali) bukan kepada wanita, seolah-olah Dia bedmm“Wahai para wali
(laki2) janganlah kalian menikahkan (wanita) yangladh perwalianmu
kepada orang-orang (laki-laki musyrik).

Dan dalam Hadis riwayat dari Abu Burdah, lbn Abu ddudari
bapaknya mengatatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda

lG(@JY\J daal o) g)) (A VW &N

Artinya: tidak sah nikah kecuali (dinikahkan) oleh wali (Byat Ahmad dan
Imam Empat)

3. Syarat Menjadi Wali

13 Al-qur'gn dan Terjemahanyidid,.him.33
1 Ali Imron, Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektifjk’an melalui
pendekatan limu Tafsirsemarang: Badan Penerbit Universitas Diponeg@@/ Alm 69

15 Dedy JunaidDP cithlm 106
16 Al-Sa'any, Subul Al-SalamJuz I, Jilid Il, Kairo : Dari ihya, Al-Turas, ARraby,
1379H/1960M, him. 117-118
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Seseorang boleh menjadi wali, apabila dia laki-fakrdeka, berakal,
dewasa, beragama Isldfmempunyai hak perwalian dan tidak terhalang
untuk menjadi wali. Dalam pasal 20 KHI (ayat) ludiuskan sebagai berikut:

“vyang berhak sebagai wali nikah ialah seorang -l yang
memenuhi syarat hukum islam, yakni muslim, aqil,ligha Dalam
pelaksanaan akad nikah atau yang bisa di sebutkgéol (serah terima)
penyerahanya di lakukan oleh wali mempelai perempaéau yang
mewakilinya, dan qobul (penerimaan) dilakukan otempelai laki-laki.”

. Macam-macam Wali

wali nikah dibagi menjadi tiga katagori, yaitu waksab, wali hakim
dan wali muhakam.
a. Wali Nasab
Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri daru&ea calon
mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurutaur sebagai berikut:
1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita daudrkefn pria murni
(yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ag@aghubung yang
wanita) yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke'tas.
2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalamsgamirni yaitu:
saudara kandung, anaak dari saudara seayah, anakutdara kandung

anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah.

7 Slamet abidin-Aminudifrigih munakahatBandung: Pustaka Setia, 1999, him 83
18 Dedi JunaidOp cithlm 110-111
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3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis puannyaitu: saudara
kandung dari ayah, saudara sebapak dari ayah, ssnalara kandung
dari ayah, dan setrusnya ke bawah.

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama iskedangkan calon
mempelai wanita beragama islam atau wali-wali tersdi atas belum baligh,
atau tidak berakal, atau rusak pikiranya, atau yés\g tidak bisa diajak bicara
dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka halkadewali pindah kepada
wali berikutnya. Umpanya, calon mempelai wanita gyasudah tidak
mempunyai ayah atau kakek lagi, sedang saudarasay@d yang belum
baligh dan tidak mempunyai wali yang terdiri daetian ayah (misalnya
keponakan) maka yang berhak menjadi wali adalatiasatkandung dari ayah
(paman)*®

Secara sederhana urutan wali nasab dapat diursdfkeagai berikut:
1. Ayah kandung,
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas gafia laki-laki,
3. Saudara laki-laki sekandung,
4. Saudara laki-laki seayah,
5. Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laekandung,

8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laeayah,

9 1bid him 112
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9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman),

10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah),
11. Anak laki-laki paman sekandung,

12. Anak laki-laki paman seayah,

13.Saudara laki-laki kakek sekandung,

14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung,

15. Anak laki-lakisaudara laki-laki kakek seay&h.

b. Wali Hakim

Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indemepernah
muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuahshgaing diriwayatkan oleh
Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad bersalsddan adalah wali bagi wanita
yang tidak memiliki walf*

Pengertiansultan adalah raja atau penguasa, atau pemerintah.
Pemahaman yang lazim, kataltantersebut diartikan hakim, namun dalam
pelaksanaanya, kepala Kantor urusan Agama (KUAarkatan atau Pegawai
Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali hakatard pelaksanaan akad
nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali ataalinya adlal. Asal

masalah yang utama seperti termaktub dalam pasairaf b KHI, adalah

20 Ahmad Rofiq Hukum Islam di Indonesidakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, him 87
#Zainudin Ali, OP cit him 19
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persoalantauliyah al- amri. Apakah cukup legitimasi yang di pegang oleh
penguasa di Indonesia, dalam pendelegasian weweeasgput, sehingga
dengan adanya kewenangan yang dimaksud, berdaensdbagai wali hakim
pelaksanaanya sesuai hakikat huldm.

Adapun yang di maksud dengan wali hakim adalamgrngang di
angkat oleh pemerintah (Menteri Agaffa)ntuk bertindak sebagai sebagai
wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seom@ign mempelai wanita
dalam kondisi:

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau

2. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaangtau

3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sgdamli yang
sederajat dengan dia tidak ada, atau

4, Wali berada di tempat yang sejamtasafagotul gosr{sejauh perjalan
yang membolehkan sholat sholat gasar yaitu 92,5katau

5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidieh lali jumpai

6. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolakikmbenikahkanya

7.  Wali sedang melaksanakan ibadah (umrah) haji ataotataif®

*2bid, him 19
% Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahu@7l®rang yang di tunjuk menjadi
wali hakim adalah kepala Kanor Uruasan Agama Ketama
24 Di zaman modern ini walaupun jaratusafagotul gastielah di penuhi, namun untuk akad
nikahnya wali perlu di beri tahu terlebih dahulu.
% Departeman Agama RPedoman Pegawai Pencatat Nikah (APRroyek peningkatan
Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Makst Islam dan Penyelenggaraan Haji,
Jakata: 2003, him 34
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Apabila kondisinya salah satu dari tujuh poinatéis, maka yang
berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut &dakli hakim. Tetapi di
kecualikan bila, wali nasabnya telah mewakilakapakia orang lain untuk
bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakiiktapang berhak menjadi
wali dalam pernikahan tersetfit.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesianblo11
Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, masalah pamgiterangkan dalam
BAB IX Tentang akad nikah pasal 18, untuk lebihagelya akan dikutip

sebagai berikut:

Pasal 18
(1) “Akad nikah dilakukan oleh wali wali nasab.”
(2) “Syarat wali nasab adalah:”

a. Laki-laki

b. Beragama Islam

c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
d. Berakal

e. Merdeka dan
f. Dapat berlaku adil.

(3) “Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapatakien kepada
PPN, Penghulu, pembantu PPN atau orang lain yangemghi syarat.”

(4) “Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakiepabila calon
isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabny#aki memenuhi
syarat, berhalangan atau adhal.”

26 |pid him 35
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(5) “Adhalnya wali sebagaimana di maksud pada ayati{d)apkan dengan
keputusan Pengadilaf’”

Adapun dalil yang berkaitan dengan wali hakim, addiadis dari

Aisyah ra:
O Jadiad Lay sgeall Lt Lgw JA0 0ld Jha L Lganid Ll g (03 iy a5 B jal L
Blaaa) gdz; Wolgy) Lol 5 Y ey ¢ Ualad ) g ke Gl Lga 8
Artinya: Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walimyjkahnya
batal.maka dia menerima mahar sekedar untuk meatizal farjinya.
Apabila walinya enggan atau menolakmenikahkanyakamaultan
(hakim)lah yang berhak menjadi wali bagi perempugeng tidak
memiliki wali ( Riwayat Imam Empat kecuali Nasa'i)
c. Wali Muhakam
Yang dimaksud wali muhakam ialah wali yang diangilah kedua
calon suami isteri untuk bertindak sebagai waliadaelakad nikah mereka.
Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yamdpausnya dilaksanakan
oleh wali hakim, padahal di sini wali hakimnya kdada maka pernikahanya
dilaksanakan oleh wali muhakam. Ini artinya bahehdtehan wali muhakam

tersebut harus terlebih dahulu di penuhi salah sgdwmat bolehnya menikah

dengan wali hakim kemudian di tambah dengan tidiakga wali hakim yang

27 peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Noniboif@ahun 2007 Tentang Pencatatan
Nikah, Seksi Urusan Agama Islam Departeman AgamBaRun 2007 him 8

% Al-Sa’any, Subul Al-Salam Juz Il, Jilid JIKairo : Dari ihya, Al-Turas, Al-Araby,
1379H/1960M, him. 117-118
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semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilégahdinya peristiwa
nikah tersebut?

Adapun caranya adalah kedua calon suami itu meRkgarsgporang
yang mengerti tentang agama untuk menjadi wali ndajgernikahanya.
Apabila direnungkan secara seksama, maka masaléih nwdnakam ini
merupakan hikmah yang di berikan Allah SWT kepaa@alba-Nya, di mana
Dia tidak menghendaki kesulitan dan kemudaratan

B. Asal Usul Anak

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukanyadaubungan
kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikianlah gaggkini dalam figih
sunni. Karena para ulama sepakat bahwa anak zma anak l'an hanya
mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudamgaibpenentuan nasab
merupakan salah satu hak seorang anak yang tergetdn merupakan sesuatu
yang banyak memberikan dampak terhadap kepribathanmasa depan anak.
Seorang anak harus mengetahui tentang keturuna®mb asal usul yang
menyangkut keturunan dan sangat penting untuk meuale kehidupan dalam
masyarakat’

Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargbardasarkan

hubungan darah sebagai salah satu akibat dariwpieka yang sah. Ulama figih

2 Dedy JunaidOp cit him 114
30 Andi Syamsu Alam-M. Fauzahjukum pengankatan anak perspektif isldakarta: Pena
Media, 2008, him 175.
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mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu foyaagi kokoh dalam
membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa ika¢ngntar pribadi
berdasarkan kesatuan darah.

Di Indonesia, masalah asal usul anak terdapat @padwetentuan hukum
yang berbeda-beda. Hal ini dapat di mengerti, kaparalitas bangsa, utamanya
dari segi agama dan adat kebiasaan, maka ketehtdam yang berlaku pun
bervariasi. Hingga buku ini di tulis, setidaknyadaadua hukum yang berlaku,
yaitu hukum Islam, Hukum Perdata yang termuatrdafdJH Perdata atau BW
(burgelijk Wetbook).Dan hukum islam termuat Kitab-Kitab figih dan dala
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masing-masing hukum rdebut, selain
mempunyai persamaan juga mempunyai perbetfaan.

1. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Figih
Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukuam Ishemiliki
arti yang sangat penting, karena dengan penetdpkan idapat di ketahui
hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Walgaolan hakikatnya
setiap anak yang lahir berasal dari sperma sedidaki dan sejatinya
harus manjadi ayahnya, namun hukum islam memberketantuan lain

untuk permasalahan ifi.

*L1bid him 175

32 Ahmad, RofigOP ci, him 220

33 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Tarigdfukum Perdata Islam di Indonesidakarta:
Kencana Prenada Media Grup, 2006 him 276
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Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungaab dengan
ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah.aBktwya anak yang lahir di
luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut deagak sah, dan biasanya
disebut dengan anak zina atau anak di luar perleamang sah dan ia hanya
memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan damiknembicarakan
asal-usul anak sebenarnya membicarakan anak yarig sa

Dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdgkaskan
bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan daratdgaiama perkawinan.
Jadi, selama dilahirkan dalam suatu ikatan perkamiyang sah mempunyai
status sebagai anak kandung dengan hak-hak kepandatelekat padannya
serta berhak untuk memakai nama belakang untuk migran keturunan dan
asal usulny&>

Adapun figih islam menganut pemahaman yang cukegas
berkenaan dengan anak sah. Walaupun tidak ditemdé&anisi yang jelas
dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namamgkesr dari definisi
ayat- ayat Al-Qur'an dan Hadis, dapat diberikanabah. Anak sah adalah
anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawjaag sai®

Seluruh madzhab figih sepakat bahwa batas mininnsiha

kehamilan adalah 6 bulan, di hitung dari saat alikah dilangsungkan.

3 Ibid hlm 276
% Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di IndomesiJakarta: Prenada
Media Grup, 2008, him 78-79
3¢ Aminudin Nuruddin dan Azhari Akmal Tarig@yp cit him277
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Ketentuan ini di ambil dari firman Allah: Surat AAhgaf ayat 15.

O€O=D2HORLON -0 O€0O=2dHrXIOe =
-0 I * 450>+ OmER
Artinya: masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga pulan
(Qs. Al-ahqgaf, 46:15Y
Dan surat Al-Lugman ayat : 14

FOM<ON o OCr@ TE€ODEAL] €Ov=ndepxO
SV ILLON ORx DE€EODHOBON -0 wllrlen
N

Artinya: Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lema@ gartambah-
tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun (rHs&lambat
waktu menyapih ialah anak berumur 2 tahun)

(QS. Lugman, 31:149

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disemdddti para ulama,
di tafsirkan oleh lIbnu Abbas bahwa ayat pertamaungkan tenggang waktu
mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kewuneerangkan bahwa
menyapihnya setelah bayi di susukan secara semmemdutuhkan waktu 2
tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan w8k:24 bulan = 6 bulan
di dalam kandungan.

Dalam tafsir Ibnu Katsir kedua ayat ini dijadikdalil oleh Ali bin Abi

Thalib RA, batas minimal waktu hamil adalah 6 buldan itu merupakan

37 Al-Qur'an dan terjemahanny&p. Cit. him. 726.
#Departeman Agama Ribid, him. 412
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cara pengambilan hukumstinbath yang kuat dan valid. Pendapat tersebut di
setujui oleh Usman bin Affan RA, dan beberapa sahiainya®

Dari pernyataan tersebut di atas Munculah bebepapaapat hukum
Ulama:
1. Apabila seorang Wanita dan Laki-laki kawin, lalulafrkan seorang anak
dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya seltelman, maka anak
tersebut tidak bisa dikaitkan (nasabnya) dengamswya. Syaikh Al-mufid
dan Syaikh Al-Thusi dari madzhab Imaniyah, dan Byanuhyidin Abd Al-
Hamid dari Hanafi mengatakan bahwa, nasib analeliatstergantung pada
suami (wanita tersebut). Kalau dia mau, dia bisaataknya, dan bisa pula
mengakuinya sebaagai anaknya dan mengaitkan nasdbngan dirinya.
2. Kalau kedua suami istri bersengketa tentang lamamg&tu bergaul
mereka, misalnya si isteri mengatakan (kepada swayi “Engkau telah
bergaul denganku sejak 6 bulan atau lebih, karenanak ini adalah anak
mu,” lalu suaminya menjawab, “Tidak, akau baru ngandimu kurang dari 6
bulan, karena itu anak ini bukan anakKY.”

Menurut Imam Hanafi: Isterinya itu yang benar, gang diberlakukan

adalah ucapanya tanpa harus disumpabh lebih dulu.

39 Shafiyurihman Al-Mabaruk FuriShahih Tafsir Ibun KatsjrBogor : Pustaka Ibnu Kasir,
2006, him. 317-318

0 Muhammad Jawad MugniyatFigih Lima MadzhabJakarta: Basrie Press, 199, him 100-
101
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Menurut Imamiyah: Kalau ada fakta dan petunjuk-pgetk yang
mendukung ucapan isteri atau suami Maka yang dikekbn adalah
pendapat pihak yang mempunyai bukti atau peturgusebut. Tetapi apabila
tidak ada petunjuk- petunjuk yang ditemukan sehanggrsoalannya menjadi
tidak jelas, maka hakim memenangkan ucapan si s#sudah disumpah dulu
bahwa suaminya telah mencampurinya sejak 6 bulag Yau, lalu anak
tersebut dinyatakan sebagai anak sah suaminy4 itu.

Sedangkan batas maksimal usia kandungan menurdépainUlama:

Abu Hanifah berpendapat: Batas maksimal kehamittalah 2 tahun,
berdasar hadis A’isyah yang menayatakan bahwank&raseorang wanita
tidak melebihi 2 tahun.

Imam Malik, Syafi'i dan Hambali: Masa kehamilan makal seorang
wanita adalah empat tahun. Para Ulama Madzhab ianyandarkan
pendapatnya pada riwayat bahwa isteri ‘Ajlan haselama empat tahun.
Anehnya isteri anaknya, Muhammad, juga hamil selampat tahun. Bahkan
semua wanita suku ‘Ajlan hamil selama empat tahua$

‘Ibad bin ‘Awan mengatakan: batas maksimal kehamadalah lima
tahun, sedangkan Al-zuhri mengatakan tujuh tahuan dh\bu Ubaid

menyatakan bahwa, kehamilan itu tidak mempunyaisataksimal.

L lbid him 102
2 Abdurahman Al JaziriAl- Figh ‘Al Madzahi Al ‘arbaah,Juz VII, Maktabah At Tajirriyah
Al Kubro, Mesir, t,th, him 523
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Para Ulama Madzhab Imamiyah berbeda pendapat tenbetas
maksimal usia kehamilan. Mayoritas mereka berpestdd@ahwa, batas
maksimal kehamilan adalah sembilan bulan. Yang tagmgatakan sepuluh
bulan, dan yang lain mengatakan satu tahun perethpifmereka seluruhnya
sepakat, bahwa batas maksimal usia kehamilandiék tboleh lebih dari satu
jam dari satu tahun.

Oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari @®af@) bulan
menurut  figih dengan berpedoman pada Al-qurankam#idak bisa di
hubungkan kekerabatanya kepada bapaknya, walaupmlamd ikatan
perkawinan yang sah. la hanya memiliki hubungaramasepada ibu dan
keluarga ibunya saja.

Jika di analisis pandangan figih berkenaan dengaak sah ini
dapadptlah di pahami bahwa anak sah di mulai gejgdinya konsepsi atau
pembuahan sel teluoun) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon
ibu dan konsepsi ini harus lah terjadi dalam perkaw yang sah, dari
sininlah penetapan anak sah tersebut dilakékan.

Dengan dimikian hukum islam menegaskan bahwa sgoasrak
supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dami #ounya, anak itu

harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesustaikphan atau di dalam

*3 Mustafa RahmarAnak Luar Nikah, Status dan Implikasi Hukumnjakarta: Atmaja, 2003
him 45
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tenggang ‘iddah’ selama empat bulan sepuluh hasudsh perkawinan
terputus**

Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dariuéab sejak masa
perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat di hgiam kekerabatanya
dengan bapaknya walaupun lahir dari perkawinan gahg la hanya memiliki
hubungan nasab dengan ibufiya.

2. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Undang-undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974.
Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur teregafusul anak
dalam Pasal 42, 43 dan 44. selengkapnya akan glituiiawah ini:
Pasal 42:

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam ataibahk
perkawinan yang sah.”

Pasal 43:

1. “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memyainhubungan
perdata dengan ibunya dan kelurga ibunya.”

2. “Kedudukan Anak tersebut ayat (1) di atas getapa akan di atur
dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal 44:
1. “Seorang suami dapat menyangkal sah anak ydabirdan oleh

istrinya  bilamana ia dapat membuktikan bahwa ng#i telah
berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tetsebu

* Ibid him 47
5 Aminudin Nuruddin dan Azhari Akmal Tarig@p cit. him 280
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2. "Pengadilan memberikan keputusan tentang sakftigh anak atas
permintaan yang bersangkutaff.”

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya mantb&ransi
hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan g meskipun jarak
antara pernikahan dan kelahiran anak kurang darasbaninimal usia
kandungan seperti yang akan dijelaskan kemudiah.Skama bayi yang di
kandung tadi lahir pada ibunya dalam ikatan perkawiyang sah, maka anak
tersebut adalah anak yang sah. Undang-undangmieéakatur batas minimal
usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maugamgeenjelasanya.

3. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Kompilas Hukum Islam (KHI)

Dalam kompilasi hukum Islam ditegaskan dan diriapa yang diatur
dalam Undang-undang perkawinan.
pasal 99 :

Anak yang sah adalah
a. “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawigang sah.”
Pasal 100:

a. “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempuriyabungan nasab
dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dalam kompilasi Hukum Islam, anak sah yang dimaksaidm pasal
99 (a) adalah. Anak sah dari kedua orang tuanyzerseyang dijelaskan
dalam pasal 53 dalam BAB VIII tentang Kawin Hansilengkapnya akan

dikutip dibawabh ini:

“¢ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaykala, 2005, him. 18-19.
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Pasal 53:

1. “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikavainidengan pria yang
yang menghamilinya.”

2. "Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut ppagat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelalznaknya.”

3. “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat avdramil, tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikag lahir.”

Jadi, anak sah dan pernikahan yang sah, yang dithalalam KHI
pasal 99 (a) apabila dikaitkan dengan pasal 53Jaladanak sah dari
pernikahan kedua oramg tuanya dan apabila permiahpada saat hamil,
maka anak tersebut anak sah dari pria yang menghgani
Pasal 101:

“Seseorang suami yang mengingkari sahnya anakngedsi tidak
menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkaranyaddiran.™’

Pasal 102 kompilasi juga tidak merinci batas mithidzan maksimal usia bayi
dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyasaikaya anak yang di

lahirkan istrinya.

(1) “suami yang akan mengingkari seorang anak ykaigr dari istrinya,

mengajukan gugatan ke pengadilan Agama dalam jamghdu 180 hari
sesudah putusnya perkawinan atau setelah suammétugetahui bahwa
istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yamgnungkinkan dia
mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.”

(2) “Pengingkaran yang di ajukan sesudah lampauwtadak dapat di terima*®

“'Departemaen Agama RDp cit him 38.
*® Ibid him 39
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Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyat& tidlenjelaskan batas
mininmal usia kandungan, demikian juga 360 haridouknenunjuk batas
maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapijeteskan batas waktu
untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

C. Kawin Hamil
Yang dimaksud dengan “kawih hamil” disini ialah kawlengarseseorang
wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini oledki-laki yang menghamilinya
maupun oleh laki-laki yang menghamilinya maupun holkki-laki yang
menhamilinya.
Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikadra ulama
berbeda pendapat, sebagai befikut

1. Para ulama Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i berxgaepat bahawa perkawinan
keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suamié&igan ketentuan, bila
si pria itu yang menghamilinya dan kemudian ia nagviginya.

2. Ibnu Hazm berpendapat bahwa keduanya boleh (Bléwvinkan dan boleh
pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah Hmmtawlan menjalani
hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah meZia

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan waratay dihamili

oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat paambll

“9'M. Ali Hasan,Masail Fighiyah al-HadistahJakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995,
Him 96-99

0 Abdul Rahman GhozalFigh munakahatJakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008,
him 124-125
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1. Abu Yusuf, mengharamkan yakni tidak membolehkan gaamni wanita
hamil akibata zina, karena hamil akibat zina meabepersetujuan, maka
mencegah akadnya juga, seperti pencegahan terhzakaB', dan bila
dikawinkan perkawinanya batal.

2. Ibnu Qudamah sependapat dengan dengan Imam abuf Ydso
menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengamanita yang
dikrtahui berbuat zina dengan orang lain, kecuatighn 2 syarat:

a. Wanita tersebut telah melhirkan bila ia hamil. Jdaliam keadaan hamil ia
tidak boleh kawin.

b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (c&nberlebih dahulu,
apakah ia hamil/ tidak.

3. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakamhvia
perkawinanya itu sah, tetapi haram baginya bercangmlama bayi yang
dikandungnya belum lahif.

Pendapat ini berdasarkan hadist:
sl (fa S s Loy

Artinya: Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehandghir
(kandunganya)

4. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berbendapat balpeskawinan itu
dipandang sah, karena tidak terikat dengan perlkawamang lain (tidak ada

masa ‘iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, kar¢idak mungkin nasab

°1 Dr Wahbah Zhuaili,Al figh Al Islami wa Adillatuh,Juz IX, Dar Al Fikr, 1997 halm 2649
2. Abdul Rahman GhozaliQp cithim 127
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(keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai olgtersma suaminya.
Sedangkan bayi tersebut bukan keteurunan orangm@ngawini ibunya itu
(anak diluar nikah).

Dengan demikian, status anak itu adalah sebaghizna, bila pria yang
mengawini ibunya itu bukan pria yang mengawini jmuritu bukan pria yang
menghamilinya.

Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria ganenghamilinya,
maka terjadi perbedaan pendapat:

1. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawiretedah usia
kandunganya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurangddaulan, maka
bayi itu adalah anak suaminya yang sah.

2. Bayi itu termasuk anak zina, Karena anak itu adatadk diluar nikah,
walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak daiah anaknya,

karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibitnya

53 |bid him128
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